BUPATI HULU lUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 28
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) PADA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai
Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD), maka kepadanya diberikan
kewenangan untuk melakukan pengelolaan secara internal
untuk tujuan pemberian layanan umum yang lebih efektif
dan efisien,;

b. bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabali
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat berorientasi pada
pemenuhan yang secara kuantitatif dan kualitatif dapat
mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien,
efektif, dan produktif serta profesional sesuai kebutuhan,
perlu adanya pejabat pengelola dan pegawai yang berasal
dari tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS);

c. bahwa dalam pelaksanaan peraturan Bupati Hulu Sungai
Tengah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil (Non PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kendala
sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat
Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai
Tengah.



Mengingat

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Rl Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



Menetapkan
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15.
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17.
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21.

22.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006
tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun
2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun
2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH H. DAMANHURI BARABAI KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH



Pasal |

Ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS pada
BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah diubah
sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

(1) Pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.
Damanhuri Barabai yang berasal dari tenaga Non PNS diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.
Damanhuri Barabai dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan perjanjian kerja.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
RSUD H. Damanhuri Barabai yang berasal dari Non PNS dilakukan
berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam
meningkatkan pelayanan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pengelola dan pegawai Badan
Layanan Umum Daerah RSUD H. Damanhuri Barabai yang berasal dari tenaga
Non PNS dilakukan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam mengangkat pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.
Damanhuri Barabai yang berasal dari tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemimpin
Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu
Sungai Tengah atau pejabat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah.

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 2 Januari 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

H. A. AGUNG PARNOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2015 NOMOR 2



